
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1708, 2019 KEMEN ATR-BPN. Situ. Danau. Embung. Waduk. 

Pendaftaran Tanah.  
 

 
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENDAFTARAN TANAH SITU, DANAU, EMBUNG, DAN WADUK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa kekayaan negara berupa situ, danau, embung, 

dan waduk memiliki nilai strategis sehingga perlu dijaga, 

dikelola, dan dilestarikan oleh negara dan digunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; 

b. bahwa hak menguasai dari negara memberi wewenang 

untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air, termasuk  

menentukan, mengatur hubungan hukum dan perbuatan 

hukum antara orang dengan air dan antar orang 

mengenai air; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran Tanah Situ, 

Danau, Embung, dan Waduk; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5280); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6405); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 

atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3643); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3696); 

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 

8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 

9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
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Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 722); 

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara 

dan Hak Pengelolaan; 

11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan 

Pendaftaran Tanah;  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENDAFTARAN 

TANAH SITU, DANAU, EMBUNG, DAN WADUK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Situ atau yang disebut dengan nama lain sesuai daerah, 

adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan 

tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan 

merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari 

tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya. 

2. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan 

kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas 

lain dari sungai yang bersangkutan.  
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3. Embung adalah kolam penampung kelebihan air hujan 

pada musim hujan dan digunakan pada saat musim 

kemarau.  

4. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat 

dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan 

bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/ 

palung sungai.  

5. Situ, Danau, Embung, Waduk selanjutnya disingkat 

menjadi SDEW adalah Situ, Danau, Embung, Waduk 

yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

6. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk 

peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 

tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada 

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta 

hak-hak tertentu yang membebaninya.  

7. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang 

merupakan satuan bidang yang berbatas.  

8. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh 

Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu 

hak atas tanah. 

9. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak 

lain yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.  

10. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan 

luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang 

didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya 

bangunan atau bagian bangunan di atasnya.  

11. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum 

bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, 

pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban 

lain yang membebaninya.  
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12. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk 

hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik 

atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang 

masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah 

yang bersangkutan.  

13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri 

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata 

ruang.  

 

BAB II 

PENDAFTARAN TANAH ATAS SITU, DANAU,  

EMBUNG, DAN WADUK 

 

Bagian Kesatu 

Pelaksana Pendaftaran Tanah  

Situ, Danau, Embung dan Waduk  

 

Pasal 2 

(1) Pendaftaran Tanah atas SDEW diselenggarakan oleh 

Kantor Pertanahan. 

(2) Permohonan pendaftaran tanah SDEW dilakukan oleh 

instansi pemerintah yang berkepentingan yang 

menguasai bidang tanah. 

 

Pasal 3 

(1) Pelaksanaan penyiapan dokumen Pendaftaran Tanah 

SDEW dapat dibentuk tim kerja. 

(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Menteri. 

www.peraturan.go.id


